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Pembentukan Kabupaten Bombaria, · Kabupaten Wakatobi • . ' .. , I 
dan Kabupaten Kolaka Utara : di . Provinsi Sulawesi 

i ' · : ~ ; 1 

Tenggara (Lembaran Negara Republik .Indonesia ·Tahun 

20()3 Nomor 144, Tambahan Lernbaran ~f.gara Repubfi ~ 
Indonesia Nomor 4339); · ·. •. i 

. •· . . . : i ' 
. ! ! 

'I ~ ; ! 
. , 

ten tang Tahun: · 2003 29 1. Undang-Undang . Nomor Mengingat 

.· -- 

Menirnbang : · 

BUPATI BOMBANA, 

Ii . I 
. 'i 

: I 
. i I 

- - . I 
'. . . . •. . · I; .. ;·. :. i 1: , i I 

a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nornor 20 Tahun 2015 
' ; i ; t 1 ~ 

dalam penerapannya dipandang per11;1; ID?-tuk dilakukan 
penyesuaian . dan penyempumaan; ; sesuai dengan 

• . : • ; : . · i I 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

, , · ( ! I 1 

tentang Perubahan atas Peraturan Perrierintah Nomor 60 
• • ! ! 

. • . J 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Bel~j~Negara .. : 

• , . ! I 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan.sebagaimana dimaksud . . .. . : . , : , • I 
dalam huruf a, perlu menetapkan j Peraturan Bupati 

~ · .. - ; ! . l I - 
Bombana tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Ri~cian Dana Desa Setiap Desa yari~ ~brsumber dari 

'• I 
APBN di Kabupaten Bombana Tahun.Anggaran 2016. 

. : I 
I 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA'. DESA SETIAP 
. ~ ; ; I I 

DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
· · " ; i I 

BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 
' • i_ I' I 

• I 

- , , ; I 
J>,~NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ~A I 

... ii 
; . ~ ~ ' ; 

TENTANG 

BUPATI DO?.!B,~A 
PROVINS! SULAWESl·'rENOGj~ _ 

PERATURAN BUPATI BOMBANA: 

NOMOR £r5TAHUN 2015 , 

: ~ : 
. J •. 
t' 

'' 

,. 
/ 

-. --. ,-,r11, ! !'.I I'] 



6. Pe~aturan Pemerintah Nomor ; ~3 T~~un; 12014 tentang 
. . . . I 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun , . • : . . , I - 
2014 tentang Desa (Lembaran Negaraj Republik Indonesia 

. - . ·; - ,- ; ! t. ! I 
Tahun 2014 Nomor · 123, Tambahan [Lernbaran Negara - : ; , . - : I . - 
Republik Indonesia Nomor 5539); .. sebagaimana telah 

. ' '. : i 1 - ; ! I 

diubah beberapa kali terakhir dengan .Undang-Undang 
. . _. • . .: : i ! : : ! 

Nomor 9 Tahun 2015 ten tang. Perubahan Kedua Atas 
• ''. _- I l 'I j 

Undang-Undang Nomor 23: Tahun j 12014 ten tang 
~ · '. t i ! 

Pemerintahan Daerah [Lembaran ; [Negara Republik 
. ! i , ~ I I 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
i • ' ; . , . '. : : ~ ' t 

Negara Republik Indonesia Nomor,5679); : • 
; 1: . 

- - - I 

' 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah~ I 2014 ten tang . : . . : , : < : I 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Angggaran Pendapatan . 

~:ne::a;:u:;~7:.N~~:?:j:,1;L'_ f e:_' t ==_I. 
. ·. I, :1111 1t 
' . . I V 

2 . . : , I 
(11 

I : j 

i: ; i I 
I 
i 

ten tang 

Republik 

.. I 
. I . I . ; ! 

·- - , j '.) I 
4. Undang - . Undang Nomor 23_. Tahun. 1 2014 . - . - . : ; ~ ~ I 

Pemerintahan Daerah (Lembaran : .Negara 
. . ! . 

Indonesia Tahun 2014. Noma~ 244, Tainbaban Lembaran 
··- i . '. I I 

Negara Republik Indonesia Nomor, 5587) sebagaimana telah 
• . ' ~ , 

1 
: ! :·: l t . t I 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
- .· . • { i ,. ; ~ 1 t j 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan' Kedua AtasUndang-Undang 
~ : : : : l : ! 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
. . . . '':. 'I j . 

(Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun :2015 Nomor 58, 
: .'. . · , ~ ~ i. 1 I i : : t I 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
r : . i I' ; I ! : : 

. ; . ; ) . ; ! 
- 5 .. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015_ tentang Perubahan 

; . - - , ' ; . I 

atas Undang-Undang Nomor -27 Tahun: 2014 tentang 

Anggaran Pendap:atan Belanja Neiar~; ! ! ; : I 
• + ~ • • • ~ t . ·t ! 

'"\, --· .. 
~y-·· . '.," l 

54~5); 

·; 'l ! I! : 1 J 

: ',: I 
<° f I t 

- ; i, ; ; I 
, . . : t i ' I 

2. Undang-Undang Nomor 33 ; ' Tahuri : '. ;ioo4 tentang . . , , , , I 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

- - . : , JI 

Pedierintah Daerah (Lembaran Negara 
1R~publik 

Indonesia 
z . -. . • • :'·!I' , ! I . 

Tahun 2004 Nomor -126, Tambahanj Lembaran Negara 
I ' • J • :· it; 't • 

Republik Indonesia Nomor 4438); · : j • ! ! j 

3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2R11 l ltentang Desa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor . - . , . : ; t: : I 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

i J ! , .. I 
'' : ! j i: 

. ! 

• 



i 
I 

I i ., 

3· 

""\ ... , .. 
\. ,._ . •. ~ ! 

, 1, i · , : 1 
• i 
: ' . : 

1 rr 
l I! 

i ! 
: : 1 

' : 1 
! : '. ; • 

Negara. Republik . Indonesia T~un. ~01~1 Nomor. 5558) 
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

· · · : I, : i I 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang P~~b~ar}j~tas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa 

: .· . • . . • l i : , i I . 
Yang Bersumber Dari Angggaran Pendapatan Dan Belanja 

, ·· . i.,. , : i, : I · 
Negara (Lembaran Negaran Republik · Indonesia Tahun . . • .. : , I 
zors Nomor 88, Tambahan kmbariui Negara Republik 

. . • '. I I . . . l: :, I 
In~onesia Tahun 2015 Nomor 5694); ·; ! · . ; j 

: .. • ...• ; ! l 

9. Peraturan Presiden Nomor ~3Z T~~~ I 2015 tentarig 
. Rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara Tahun 

. : . ' i I' . Ii 
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik ,Indonesia Tahun 

. . ! : .. ! I 
2015 Nomor28); . . · : ; . ·; i · 

•; I ) . . . : ; ; ! 
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nm*1:or1 jl Tahun 2014 

' . . ! i I. I I 

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; : . .·.· . . . "l j; '11 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorIl l S Tahun 2014 
~ . ' .•. t ~ ~ : j ~ 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa: I (Berita Negara 
: . . .. · : 1 · . .1 ! I 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); . . .. ; It '.II ·. . . : l; '. : i . 
12.P~raturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 

. . • I 'I 
2012 tentang Perubahan Ketiga: Ata:~ Yeraturan Daerah 

. . ·. - ] : : . ! ; . : -~ ; I ~ 
Kabupaten Bombana ·. Nomor : 7 .• T8;1;1ll~ I 2008 tentang 

: , ~ . : i l ~ ;· ' I 
Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah; 

: . ; i' ·: 1 ! 
- ; '. l . : ; 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 
: '. : : ! 
' '. j 

2014 tentang Anggaran Pendapatan 'danl Belanja Daerah 
, . .• • 1 :. : i 1 . 

Kabupaten Bornbana Tahun Anggaran 2015; '. '.'. . . '. . : . '. ! l; l l j 
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 

·- : • . : : : i ·j ! f . 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

: I . 'I 
.· . : • : Ii 

15.Peraturan Bupati Bombana . Nomor : 53 Tahun 2014 
t . '. : ~ . ~ , • ! ! . i ] I . - 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja . . . , , , I 
D~erah Kabupat.en Bombana Tahun'. iii~~ 2015. ~ 

: . . ;l'.;! f 
' . ; ./ 

. • I 
I I .. ! 

; j 
: i I 

. I 
. ·:. I • ') ! 
; ; ! I 

: ! I 

• 



1. Daerah adalah Kabupaten Bombana; , . ·;: 
• . ; - - ' > . - i ! . ; il 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana; 
• . .. l. i- l ., i 

r i . : ~ 
3. Bupati adalah Bupati Bombana; · · · 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang :disebut 'dengan nama lain, 
. . ' ' ' ' '. : i: : l i . 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat · hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk men~~~~I dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan. masyarakat setempat berdasarkan 

1 . ~ :'. ; : .· . I ' ~ : ; I 1 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau .hak .tradisional yang 
diakui dan dih~rmati dalruii · sistem pemerin~hail ; N~gara Kesatuan 
Republik lndone~ia; . • . • : . i . . ; : : '. ! [ 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uiusari\ -p~~erintahan dan 
. - ! J, : ; I 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistern pemerintahan Negara 

Kcsatuan Republik Indonesia; . •· ; · : ! • • i I ·. . . 
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

. ' ; . . , : ; , : l I; . i ! 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa· i ; ; J J I 

' : . ; . I I . 
. =. • ' ~ ! : _; r I 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
: • .·. l ~ • : I t r ! I 

lembaga ·· .. yang melaksanakan fungsi pemerintahari · yang anggotanya 
: ; ! ~ : l ' 

merupakan wakil dari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis; : · , ; : ; ! t · j J J : . .. -·- . . ;L ;: ! 
'; : i 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan · • · ... i,. , I 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Des-a yang ditransfer melalui 

. , , • - l I 
Anggaran Pendapatan dan - Belanja Dearah Kabupaten/Kota dan 

• }; ' 'I • I 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan 

• ' I I 
Pembangun'."', Pembinaan : Kemasyarrurn:tan, dan• I Pemberdayaan ~. 
masyarakat, : , . : , ,,,,/ I (. 

: 4 . II 7 
l" 1 I 

. : I 
,_·, '.. i , I 

. :l: . ! ; . : 1· 

_______ -------~~~Jj i ~-L-~ j__ 

e· 

. ':. 

' 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

._-,BABI ' . 

MEMUTUSKAN : 
. l • j 

• i 'I 
. • I • . . : i 

\ ; : ; ~ t II 
' ; : 

TATA CARA PEMBAGIAN· DAN : PENETAPAN RINCIAN 
• ~ '. ! ; : ! ; ; j I j 

DANA- DESA SETIAP DESA YANG1• BERSUMBER DARI 
~ · : ~ • ~ l t i ·; i I 

ANGGARAN PENDAPATAN · DAN .. BELANJA NEGARA DI 
KABUPATEN BOMBANA TAHU~ :2t>1~.i ! ! ; ! I 

! 'j ·t. I 

. ! ; : ;: I 
I . J ~ ~ 

; ~ : I I 
, t I 

. '!' : Ii:_ I 
• :·:; > 

i_· 1 : i: I 
'' i : ; : : ; I 

Menetapkan 

; ! 
. ! 

! 

. , .. ~ 

... : t • ~ ~ i . : ! : I I v 
') 



. 
. . . 

~ ~ ~ . 

• i. ii 
• ! 

' . .. 
. ; l 

.• I 
: I 

I 

s 

. i • I ; s : • 'I I ! ! I I 
l . . i . i 

. ! . : I 
'I' . . . 1. . i 

. : • '' I I 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 

.. 1: : I 
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pernerintah Negara yang 
disetujui oleh De~an Perwakilan Rakyat; . · / ! ' : : I 

: ' \: 
10. Transfer ke daerah adalah b~gian dari belanj~ Ne~~~1 dalam rangka 

mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal . berupa i dana perirnbangan, 
•• _ . 1 i : : : · ·!I 

dana otonomi khusus, clan dana transfer 1ain~r~;: . : i: ; i I 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 'selanjutnya disingkat 

: '. ii I I I 
APBD adalah rencana keuangan tahunan ; Pemerintah Daerah yang 

• . i ! • : I 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

• .. , . . . , , ·1 i I 
Perwakilan Raky~t Daerah, dan ditetapkan dengan Pc~aturan Daerah; 

~ : I ' ~ ! : . . j l 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.. yang selanjutnya disingkat 

' . : '. : ~ : • I I 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunanPemerintahan Desa; ; : . ; . . : I - 

13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnyadisingkat RKUN, adalah 
- , · _ : ; i • · : , · '11 . 

rekening tempat penyimpanan uang Negara; :Yang ditentukan oleh 
. . . • 1; • ! : . '.II 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum.Negara untuk menampung 
: . - - . - :_ ; : ~ : i ; { : : I 

seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruhjpengeluaran Negara 
• • • ' I· l ''. .. I . 

pada Bank sentral; . __ • I ' : , i - : . , . 'I 
14. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnyadisingkat RKUD, adalah 

. : . ' 1 j - -1 J 
rekening tempat penyimpanan uang daerah .yang ditentukan oleh 

• , '. '•:I' t . I I . 
bupati/walikota .untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan . . . ' : '. . i: . I I 
membayar selunih pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 

.15. Sisa Lebih .Perh.itungan Anggaran yang selanjuin~~ :dlsingkat SiLPA, 
adalah selisih l~bih realisasi penerimaan. d~' peWgeIJaran anggaran 
selama satu peri~de anggaran; : - · ] : ·: ! I · . 

: ·_ :- : I 
16. Keuangan Desa .adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

: .' • • I ~ ~ 0 ; J 

dinilai: dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
. • . '. I' "I 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dari k~i,ajibari:n~sa; 
: .. 'r '· 1: , I 

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluru:han kegi~cin yang meliputi 
• • . : . I!. : 11 

perencanaan, , pelaksanaan, penatausahaan,' : ; 1 pelaporan, dan 
pertanggungjawaban· - : : . ! j ( : ; I · 

t . . • I i .. I 

18. Jum~ Desa ad:alah jumlah Desa yang ditetapkan i ?1~ I Menteri Dalam 

Negen· · _· , · - '. · -. I , , ; , I ' . 

. 19. Kelompok Transfer .adalah dana yang bersumber ! dari Anggaran 
: - - . · · l: ; I 

Pendapatan Belanja Negara.. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
~ : . - ~ . i : - ; I 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

20. Rekening Kas . Desa adalah . rekening ~e~pat; : ~ehyimpan uang 
Pemerintah Desa yang menarnpung seluri.th; ; p:e~~~an Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengel~: jj~sa. :.~ada Bank Y~J In 
ditetapkan; : . ; . i ; '! l'1 

• . . 1 

• . . ·- 



, I ' ' 

6· 

W = Dana Desa setiap - Desa yang dihitung :b~rqasarkan jumlah 
, - · , · , , , - , i I 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, clan itingkat kesulitan 

geografis De;.,. setiap kab~pat~n/kota . • .• i \ • j I 
Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terh~~ap '!total penduduk~ 

. . I _/ Ji, 
Desa nasion.al _ : : _ . '. J 7 

' 

• ; . i 

(DDkab/kota-ADkab/ko1:a) 
Keterangan: '. 

Pasal 4 

rm. 

Pasal 2 

. i?: ; I 
i: i ' 

: j, I 
. i 1 : . I 

! ' . t I 

Peraluran Bupati ~ menetapkan Rincian Dana : be~ ;un*k setiap Desa 
yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana 

, - . • r '- . I! t -11 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum : dalarn] [Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak te~isahkan dari:~e;atJa'.A :~hpati Bombana 

:, . 1: : : / , 1 I 
; ' . [ 
; J . ; i 

Pasal 3 : : , ' i J 

(1) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan: •:. •; I . 
a. Alokasi yang dibagi secara rnerata kepada setiap] Desa sebesar 90 % 

·. - • ·. . - •• i, I 
(sembilan puluh persen] dari Alokasi Dana DesaKabupaten. 

. . • ... ' .. ,. . • I 1: , \ I 
b. Sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa 

- - i I 1 11 
Kabupaten dihitung berdasarkan formula jurnlah : Penduduk Desa, 

. ' ; . ' I' i ! I 
Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa d:in 'tingkat kesulitan •· ; - . '. - : . I If : l I . . 
Geografis. : . ; _ : : , ; 1 - . , . , , I 

(2). Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) 

hurufb dihitun~_dengan bob~t: . '1, : - i j '. , ! I 
a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah .Penduduk Desa. 

: ' . . ~ . ' I : ; : ; I 
b. 10 % [sepuluh perseratus) untuk luas Wilayah Desai I 

. : . ~ : , • 1 ~ - · ; 1 

c. 35 % (tiga puluh lima perseratus] untuk angka K~mi~kinan Desa. 
,· : ,,, :• · ~ ~ , 1 i . : f ~ ~ : ! '. 

d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Indeks .Kesulitan Geografis. , ; : '. i: j: I 
'': ! ' : : '1 

j j .· I, 

., : . . t: ' i i ~ : ; 
(1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung derigan cara: i 

: :· : . ' : ! ! s : ; 

W = [(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,11p; x ! Z3) ~ (0,30 x Z4)) x 

; : I 

.BABII i.. ,. iii i ; '.: I 
PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA 

Pennusyawaratan Desa. 

i' '.I: Flf: rr- 
: i , : I 

. .·; ! .• - ._ , - - . . . .• : l: : : I 
. . . ' '. . ' ~ ._ i 
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- Undangan yang ditetapkan 

_ · • : ' : 'Iii I j : 
oleh Kepala Desa - setelah dibahas dan 'disepakati : bersama Badan 

' . '. i ! . ! ! ' . 
~ . I ) 

._; ,~.. . ~' 



Pasal 5 

BAB III 

yang 

' 
(2) Data jumlah penduduk, · angka . kerniskinan, i • luas wilayah, , . . , , , I . 

sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) : huruf i b : bersumber dari 
: • '.; . I:: : i I 

Kementerian : yang berwenang dan/ atau j l . lembaga 
menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang :~tatiJtik . 

.. . · '1 · ti I 
: . . . . : . : : ! i. ! i . 

(3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desasebagairnana dimaksud 
! .. . : . , ; • : ! : i I . 

dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan : geografis yang di 

tetapkan oleh ~enteri Keuangan. ' . . . i ! • : • i 
) I _ I l . ! ; ii. 

: ; 1 t ! 
I . ! ,t I 

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN , : ! j 
. \ ~ : ·- , I • 

T r . : I: . : . : : ! 
... '. : r: ; : I 

. ' '.. I I • : I 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui . pemindah bukuan dari . · ii , ! I . 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

; ', '. ' . : ! , 11 ·, 

(2) Pernindah bukuan dari Rekening Kas Umum.Daerah ke Rekening Kas 
, . , , . : i •• , I 

Umum · Desa dilakukan paling lam bat 7: (tujuh] : hari kerja sete°iah 
.' , ·. ~ ~ ·. ; ' i j ; . . I l 

Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum 9a~r~ .. : I 
(3) Penyaluran D~a Desa dilakukan secara bertahapt · · ! 

• . . • ! ; . I 
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); 

, : ; \ : I 
b. tahap II i pada bulan · Agustus se?esar: _ 40%; j (empat puluh 

perseratus); dan · . ; 
' l;. j • 

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua' puluh perseratus). 
, · ',· 1 · "l ! . I j 

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dil~kan s~telah Kepala Desa 
.·' . . • '. ; I. ; i I 

menyampaik~: . ·. i ·' ·; i I · 
• t 

a. APBDesa dan/ atau · APBDesa Perubahan, RPJMDesa dan 
RKPDesa yang ditujukan kepada; B~paµ,; cg( I Kepala Badan 

. ' ·' ·II 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , (BPKAD) Kabupaten 
Boffibaria, ditembuskan ke Badan :Peinbelyarran Masyarakat, ~ 

. ' . ·'.,: J . . . 7 . . ., 7 

e. 

.. 

. ? : ~ : . ~ : '. . + ! ' . ,: _- ~ ~ ' . i j : ., ; ! ; 

Z2 = rasio jumlah penduduk 'miskin ~e~~P: .I?~s~ jterhadap total 
penduduk miskin Desa nasional : : ; · : I 

. . . i ; ; i l 
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap i total penduduk 
miskin Desa riasional . . . ! . . : I 

. . . . : : : :l l 
Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total:IKG_ kabupaten/kota 

? . ; ' i ! I . ' I 1 
yang memiliki Desa · · · . : 1 : : : ' · . 

. . : . . ' . 

DDkab/kota"= pagu Dana Desa kabupaten/kota: 1; ! 
• · · · \ ·. :· r 1 '. 1 

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah 
. .-· ~ ' f ~ : I ! 

Desa dalam kabupaterr/kota · . · · r ! . 
. :, . i 

': : ! 

,> I .. , ... ~ . 



; ~ ; 

8 

i 
I 

! : . • I 

I 
I 
I 

I 
------ ·--------------------------------- 

; : . i . ; i : ~ j 
pembangunan 

I!. i : I 
i ! ~ ! 

Pasal 6 
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pemberdayaan masyarakat yang meliputi : 
a. Pemenuhan kebutuhan dasar 

. ~ f . . · 1;': I !! ' : ! I 
: 1 • : 1 . : I 

: . . . . ! ; . ·.1' . ~ . : :- : : ~ '. '. 
. . . . . ; l ; : . 

Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan . . . : ; : I 
· PP) Kabupaten Bombana; . ·;I:·::! 

. . , , I 
b. Laporan : realisasi penggunaan Dana · Des11 : tahun anggaran 

l ! ! . I I '. : , ; I 
sebelumnya yang disertai dengan : bukti i penyetoran laoran 

tersebut dari BPMPD dan PP Kah. Bm:nbana; i i i • : I . 
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan. se~~18:1?-I Kepala Desa 

: . : : . I I 

meyampaikan : · i 
• I 

. . . ' I 

a. laporan realisasi pengunaan dana Desa· tahap I :yang ditujukan 
. '·I:: I 

ke Bupati Bombana melalui Kepala BPKAD .Kab. Bombana, 
· ~ : 1 1 r 1 I · 

ditembuskan ke BPMPD dan PP Kabupaten Bombana serta telah 
mendapatkan bukti penyetoran lapor~ ieliis~Wi tahap I dari 

. , • , : 1. i I 
BPMPD dan PP Kah. Bombana, 1 i 

' i 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap· I sebagaimana 

; . I I .. I 

dimaksu~ pada huruf a, menunjukkan :Pf1~n~j kurang Dana 
, , • I , I 

Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% ! (limapuluh per 
. ' : I 

seratusl.. : i · : i 
. ; ; i 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 
, . : : ! 1. 11 

Desa tahap I sebagaimana dimaksud: pada' huruf a kepada 
:· : ''.. I ! ! I ; ! 

Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. : 1 . . . ; l ' .. 
(6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan set~lah Kepala Desa : : , , I 

meyampaikan : ; : ; · i 
, : I 

a. laporan realisasi pengunaan dana ~esa ~a~ I l dan tahap II 
yang ditujukan ke Bupati Bombana melalui Kepala BPKAD Kab. 

· , ; 1' 1 I 
. Bornbana, ditembuskan ke BPMPD dan PP. KJbupaten Bombana 

, , • : t : i I 
serta telah mendapatkan bukti penyetoran laporan realisasi 

'. - , : l ! : ; : I 
tahap I dan tahap II dari BPMPD dan PP Kab. Bornbana. 

. , . : : ! I 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa .tahap .I dan tahap II 

. ! • l '' • ; ! . . I 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah digunakan sebesar 
; . . . . • I Ii 

soo/o (limapuluh per seratus). : · '. i. , : I 
, . ; : I 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realis~si penggunaan Dana 
. . ... ' : ! ; : 11 . 

Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a 
; ! ' . l 1' ': I 

kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September. 
~ . . . ! - : : ; ! ! ~ . '. l 

(7) Rincian Dana :Desa yang diterima Desa :setiap tahun dianggarkan 
. . , ! i .. I 

dalam APBDesa . : . : ! . : : : 
: .. • I 
: ! : ! 

'I 

.e 



. . ' ' : : l 
c .. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tal:i~?~~i: p~ing lambat 

9 

(2) 

( 1) 

PELAPORAN 
: BAB IV 

(4) 

(3) 

(2) 

· ·;: : i 1; 1 i ! 
:Pasal8 ·;_d ,;;!; ii 
~.,: .. : . . ' . . . j ! :·; . ~ : ~ ~ 

Setiap Pengeluaran belanjaiatas beban 'APBDesa; .harus didukung 
. ·. · : ; , : , : i: , , I 

deng~ bukti y~g lengk~p dan sah .. · ; ; . '. ; ; ! > j I · 
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat.: (1) ! [harus mendapat 

· · ' : . ! : • i I · 
pengesahan ole~. Sekretaris Desa atas keben~¥,i '.~~fe1al yang timbul 

. . . I. :-·: {. . 

dari penggunaan bukti dimaksud. : , · · ' i ! ; · : 
. ' . . ·. '. ?_: -. " '. ·: ~ . '. ) ! : .: i ' ' 

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkari be ban APBDesa tidak dapat , . . . . . ... · , : . . . - . . : : : ; : !:' ! ! : . i I ! ; .. 
dilakukan sebelum rancangan peraturan , desa j tentang APBDesa 

. .· . • ''I' . I I 

ditetapkan menjadi peraturan ~esa. . . . : ! ; ) l I . 
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

. . • . · ; .· · i ; ' ; ! - 
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh . penerunaan potongan dan . . ; >< . . ' :: i I: ; i . 
pajak ·· yang · dipungutnya -. ke '. rekening kas negara · sesuai dengan 

: . . . ; . . . • .,- ··. • . : . '.. . (. : ! l . 
ketentuan peraturan perundang-undangan. ·: ; : i : ;~: ! : : ; l 1 : ;; · · · : , r: : t 

~ . ' ! : ! ! 
';; : I .• 'I 

: • !,;_ ,1. : \ ~ ; 
.. ! : I 

'i ! 
-, ii. : . ' 

;; 1 i : i I 
: 1:. :· ; i 1 ; i ! 
. ; : . ' : : ' ; : i 

;Pasal9 : ·ll 
. -, i . ~ ·. t I · 

Kepala · Desa . ! dengan dikoordinasikan . oleh l camat setempat 
· · : -, ... , · .·, i. , 1 I 

menyampaikan · laporan realisasi penggunaan Daria: Desa Tahunan 
. . . . 'I'. 'I 

kepada Bupati nielal~i BPKAD Kabupaten B~mbariJ!y~g ditembuskan 
. . . . ~; . • ' ; . . , . ; ! . ! I .. 

kepada Kepala BPMPD dan P~J{abupaten Bombana. i , : ; l 
: . . . : '. '.. ' : ! I: . ; I 

Penyampaian laroran realisa~\ pengguna~ ; ~~~, pe11 sebagaimana 

dimaksud pada~~yat (1) dil~~fltl dengat?- k~teritu~f 1./ J j 
a. Tahap I palmg lambat mmggu keempat bulan -Juliitahun anggaran 

• . . : ; -. :.' : ~ . ! . '. I ~ : ! : I . - ·. 
berjalan; .: ., . ; · : ; · · ; 1 · 

b. Tahap II paling lam bat minggu keemp~t; ~ul+ , s~f tember tahun ~ 

anggaran be?alan. · _· . : · : . : : : '. ' i I J 
. • . ~ : : . ; : t 
. , 'I. : I 

• ' '';' j' ' ; - ; ; j - . ', . Ii, : : I 
I' ' 

· · , 11: 1 ! ! 
'.; : ; . ·,! ,, 

~ ; . 
·-:--,~ ["-. --------, 

! 

( 1) 

b. Pembangunan sarana dan prasarana desa : ; ; . :. ·. ; i : ; I 
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan ' . ; : : i l I 

. . • . . . I'. ; ! ! 

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan Iingkungan secara berkelanjutan. 
" . , . . . . ; . . ; : , .. : I . 

. ' : I' l I 
. '· . '. i. . ;q; i '. :: 

·.···. ;·. Pasa17 ···1'.· ?;!:(ti!:. . .. . . . " . .•. . . : . .· . : > :.; Ii: : ! I 

Pengelolaan keuangan desa dikelola · sesuai dengan ketentuan perundang- 
. · - · · : - .-- ~ ; . · -: . • ·. J i , ; t I 

undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 
· · . · ·: ':. ; I 1. '! l 

sampai dengan tanggal 31 Desernber. ·· ! 1' . ; ; 
j l: I 

·: ; ~ ! : 

.! . 

. •.. ~ ~ 
l• .... 

. . 

•. . , ·., .. . ..... 
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 
( . 

. '. 
2015 

: .. I 
: : - · I 

; i ~ t . l 
! . ; 1 

': I 
'. ! ; ! 

. ; j 
: ! 

: : ; I 
i . : I ii : 

. , : I 

· .. ~ :l' ii 
. . ~-···. :7 ! ;fl 

. ,- . '.. '.:) 

H. BURHANUDDIN. ~· HS. NOY . . i i . : : I 
. '. : . : i I 

BERITA ~AERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 201~: Nci~oa . .:!§° 
: • '. l l l_ ! 1.1 

1 r . j 

~ l 
I 

. : j . : I 
j' . I .. j 
';. : 1 J 

: '! 

Diundangkan di Rumbia 

pada tanggal, 2, Oe~emloer. 

2015 l>ARAF KOORDINASI i . 
i 

Bombana. 

···!,, c;:: 1: 
, i, I 

.· ' •· ·. . : i. ': i 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

. . . ; .•. •I' '11 . _: . , .. t ·'i 

Bupati ini dengan l penempatannya dalam Berita : Daerah Kabupaten ~ . ~ ~ . ~ ! 
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